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BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam perspektif keuangan negara atau sektor publik, Belanja Daerah adalah
suatu bentuk kompensasi finansial yang mengurangi nilai kekayaan bersih
suatu daerah dan yang kedua bahwa belanja daerah dilakukan berdasarkan
kewenangan yang dimiliki sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan
pelayanan publik (DJPK Kemenkeu, 2014).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang mengatur tentang
Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 2, jenis belanja dibagi
menjadi 3, yaitu:

a. Belanja Operasi yang meliputi pengeluaran pemerintah daerah pada
barang/jasa yang masa pakainya kurang dari 12 bulan seperti Belanja
Pegawai, Belanja Barang, Belanja Perjalanan Dinas untuk Aparatur Sipil
Negara dan Belanja Pemeliharaan;

b. Belanja Modal yang meliputi pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembelian/ pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintahan dan pelayanan publik seperti bentuk tanah, peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik;

c. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah
daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-
kejadian luar biasa (bencana alam dan hal-hal yang bersifat force majeur).

Sejak disahkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, Belanja daerah dilaksanakan dengan konsep
desentralisasi. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pusat ke
daerah dalam hal pelaksanaan pembangunan di daerah yang sesuai dengan
prioritas nasional. Wewenang tersebut salah satunya adalah meliputi Belanja
Daerah yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui transfer ke daerah.

Transfer ke Daerah dalam APBD diharapkan akan menjadi stimulus
perekonomian bagi Pemerintah Daerah khususnya bagi kabupaten/kota
melalui belanja yang berkualitas. Belanja berkualitas menurut Kappeler ez.al
(2012) adalah belanja yang produktit dengan memperbesar alokasi Belanja
Modal untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Secara kuantitas, porsi alokasi yang ideal untuk Belanja Modal adalah sebesar
30% dari total belanja daerah sebagaimana diatur dalam Perpres No. 5 Tahun
2010 Tentang RPJMN 2010-2014 dan Perpres No. 2 Tahun 2015 RPJMN
2015-2019. Diharapkan semua pemerintah kabupaten/kota  dapat
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merealisasikan Belanja Modal sebanyak 30% selambat-lambatnya pada tahun
2019.

Sumber pembiayaan Belanja Modal di daerah berasal dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan transfer pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi
Khusus (DAK). DAK bersifat specific purpose grant yang penggunaannya
diarahkan untuk mendanai kegiatan yang menjadi kebutuhan daerah dan
bersifat prioritas nasional. Semakin besar DAK yang digelontorkan ke daerah
maka diharapkan akan semakin besar pula Belanja Modal pemerintah daerah.

Disamping itu, Belanja Modal tadi harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai
Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Temuan yang terkait Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku memiliki beberapa implikasi terhadap keuangan negara/daerah
dimana yang paling serius adalah yang mengakibatkan kerugian
negara/daerah.

Perumusan Masalah

Dalam pelaksanaannya, menurut Kementerian Keuangan dalam
pemaparannya di harian Sindonews (2017), realisasi belanja pemerintah
daerah sebagian besar dihabiskan untuk Belanja Pegawai yang termasuk
dalam lingkup Belanja Operasi ketimbang Belanja Modal. Sementara itu
berdasarkan rilis dari Kemendagri pada Tahun 2014, cukup banyak
pemerintah daerah yang memiliki ketergantungan dari DAK untuk membiayai
Belanja Modalnya. Tentunya realisasi DAK tersebut diharapkan akan
mendorong peningkatan Belanja Modal dari tahun ke tahun. Dari aspek
pertanggungjawaban, BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
(IHPS) I Tahun 2015-2016 menilai bahwa permasalahan yang menyebabkan
kerugian daerah adalah permasalahan pengelolaan Belanja Modal dan juga
Barang/Jasa. Sedangkan pada THPS I Tahun 2017, BPK menyatakan bahwa
permasalahan kerugian daerah masih mendominasi dimana diantaranya terjadi
pada Belanja Modal disamping juga Belanja Barang dan Jasa.

Anggota DPR RI yang mempunyai hak budgeting berharap agar dana transfer
pusat ke daerah dapat dibelanjakan secara baik dan benar oleh pemerintah
daerah sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Daerah
Pemilihannya (Dapil). Dalam hal ini, pengawasan terhadap Belanja Modal
memegang peranan penting sebagai indikator untuk melihat proses
pembangunan di daerah.

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) sebagai supporting
system dalam memberikan dukungan keahlian kepada Anggota DPR-RI
dalam melakukan fungsi pengawasan, akan mengkaji realisasi dan
pertanggungjawaban Belanja Modal berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK atas LKPD TA. 2014-2016 tersebut.



Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka dapat diuraikan pertanyaan
permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran proporsi Belanja Modal terhadap total belanja
daerah di masing-masing kabupaten/kota berdasarkan Dapil Anggota
DPR-RI Periode 2014-2019 yang mewakili daerah di Provinsi Jawa
Barat?

2. Bagaimana gambaran tentang tren antara realisasi DAK dengan realisasi
Belanja Modal masing-masing kabupaten/kota berdasarkan Dapil
Anggota DPR-RI Periode 2014-2019 yang mewakili daerah di Provinsi
Jawa Barat?

3. Bagaimana gambaran tentang pertanggungjawaban Belanja Modal
masing-masing kabupaten/kota berdasarkan Dapil Anggota DPR-RI
Periode 2014-2019 yang mewakili daerah di Provinsi Jawa Barat?

Objek Kajian

Dipilihnya Provinsi Jawa Barat sebagai objek kajian dikarenakan Jawa Barat
adalah salah satu provinsi strategis yang wilayahnya menjadi penyangga
Ibukota Jakarta. Namun berdasarkan data dari Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan (DJPK), Kapasitas Fiskal kabupaten/kota di Provinsi
Jawa Barat selama Tahun 2013-2015 tergolong rendah.

Peta Kapasitas Fiskal pada tahun tersebut menjadi acuan dalam pengalokasian
transfer pusat pada Tahun 2014-2016. Daerah-daerah yang memiliki kapasitas
fiskal rendah dapat dipastikan memiliki ketergantungan pada bantuan
keuangan pemerintah pusat. Tentunya realisasi transfer dalam bentuk DAK
tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mendorong Belanja Modal dari
tahun ke tahun agar mampu mencapai setidaknya 30% dari total belanja
daerahnya dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menjadi temuan BPK
terutama temuan yang menyebabkan kerugian daerah.

Secara spesifik sampel yang menjadi objek dalam kajian ini dikelompokan
menjadi 11 Dapil yang terdiri dari 27 kabupaten/kota sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Kabupaten/Kota

Jawa Barat | Kota Bandung dan Kota Cimahi

Jawa Barat I1 Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat

Jawa Barat II1 Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor

Jawa Barat IV Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi

Jawa Barat V Kabupaten Bogor

Jawa Barat VI Kota Bekasi dan Kota Depok

Jawa Barat VII Kabupaten Purwakarta dan Karawang Bekasi

Jawa Barat VIII Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten
Indramayu

i Bart X Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, dan
Kabupaten Sumedang




Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kota
Banjar dan Kabupaten Pangandaran

Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota
Tasikmalaya

Jawa Barat X

Jawa Barat XI

Dasar pengelompokan sampel menjadi 11 Dapil dimaksudkan untuk
memudahkan Anggota DPR RI melakukan fungsi pengawasan sesuai dengan
Dapil masing-masing.

Metode Kajian

Metode penulisan kajian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan
pengumpulan data yang kemudian dilakukan interpretasi pada data yang
tersedia. Penulisan secara deskriptif ditujukan untuk mendapatkan informasi
yang lengkap mengenai keadaan saat ini dan gambaran hubungan antar
variabel untuk memberikan uraian yang lebih mendalam.

Metode untuk menginterpretasikan data dalam kajian ini merujuk pada Miles
et.al (2014) yang terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut:

1. Pengumpulan data
2. Penyajian data

3. Kondensasi data
4. Kesimpulan

Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008) yang meneliti
mengenai DAK dan Belanja Modal di 326 kabupaten/kota di Indonesia, dan
menemukan hubungan positif antara DAK dengan Belanja Modal. Kemudian
Nuarisa (2013) dan Wandira (2013) dalam penelitiannya juga menemukan hal
serupa. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan tujuan dari pengalokasian
DAK yaitu untuk mendanai program-program nasional pemerintah di daerah,
dimana salah satu programnya adalah terkait Belanja Modal. Sehingga
semakin besar DAK yang didapat, maka alokasi Belanja Modal pun akan
meningkat (Sugiyanta, 2016).

Penelitian secara spesifik dalam satu wilayah dilakukan oleh Sugiantini
(2015) di Kabupaten Buleleng. Hasilnya disimpulkan bahwa peningkatan
realisasi DAK akan diikuti oleh kecenderungan kenaikan Belanja Modal.
Sedangkan penelitian terkait struktur atau proporsi realisasi Belanja Modal
terhadap Belanja Daerah, telah dilakukan oleh Nurhidayati dan Yaya (2013).

Untuk penelitian terkait pertanggungjawaban Belanja Modal, telah dilakukan
oleh Gaghauna etr.al (2017) di Kabupaten Talaud, yang mengungkapkan
bahwa gambaran pertanggungjawaban Belanja Modal pemerintah daerah
dapat dilihat dari ada tidaknya nilai temuan kepatuhan berulang atas audit
Belanja Modal yang dilakukan oleh BPK pada TA. 2013-2015.
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Batasan Kajian

Dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan sumber daya, kajian ini hanya
memfokuskan pada gambaran atau deskripsi proporsi Belanja Modal, realisasi
DAK secara umum, dan Temuan BPK atas Belanja Modal.

Pada bagian hasil dan pembahasan, penulis membatasi pada realisasi dan
pertanggungjawaban Belanja Modal di kabupaten/kota yang tergabung dalam
satu Dapil dan tidak membandingkan secara global antar Dapil yang ada di
Provinsi Jawa Barat.

Jenis Data

Data yang dikaji merupakan jenis data sekunder yang bersumber dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) dan temuan Kepatuhan Terhadap Peraturan
Perundang-undangan yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
atas LKPD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat TA. 2014-2016.

Tujuan Kajian

1. Memberikan gambaran proporsi Belanja Modal terhadap total belanja
daerah di masing-masing kabupaten/kota berdasarkan Dapil Anggota
DPR-RI Periode 2014-2019 yang mewakili daerah di Provinsi Jawa Barat;

2. Memberikan gambaran tentang tren antara realisasi DAK dengan realisasi
Belanja Modal masing-masing kabupaten/kota berdasarkan Dapil Anggota
DPR-RI Periode 2014-2019 yang mewakili daerah di Provinsi Jawa Barat;

3. Memberikan gambaran tentang pertanggungjawaban Belanja Modal
masing-masing kabupaten/kota berdasarkan Dapil Anggota DPR-RI
Periode 2014-2019 yang mewakili daerah di Provinsi Jawa Barat.



BABII

KERANGKA TEORI

Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah

Proporsi Belanja Modal adalah persentase Belanja Modal dibandingkan
terhadap total belanja daerah. Proporsi tersebut menunjukkan political will
(komitmen) pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pelayanan publik.
Anggaran belanja suatu daerah secara nominal sangat mungkin memiliki nilai
yang tinggi dibanding daerah lain, namun jika dibandingkan dengan total
belanja, proporsinya sangat mungkin lebih rendah. Meskipun secara nominal
belanja nilainya tinggi, namun keseriusan pemerintah kabupaten/kota patut
dipertanyakan. Semakin besar komitmen pemerintah kabupaten/kota untuk
memperbesar proporsi Belanja Modalnya, maka pemda harus semakin
mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Komitmen ini sangat
mungkin mengabaikan penghematan, dimana pihak pemda cenderung
menginginkan adanya efisiensi atau penghematan. (Nurhidayati dan Yaya,
2013).

Pemerintah sendiri melalui Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-
2014 dan Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 mengatur
proporsi Belanja Modal yang ideal minimal 30% dari total belanja.

Tren DAK dengan Belanja Modal

Berdasarkan rilis dari Kemendagri (2014) mengenai kebijakan pengelolaan
DAK, ditemukan bahwa DAK bagi sebagian besar kabupaten/kota sangat
diperlukan untuk menutupi kekurangan Belanja Modal yang bersumber dari
Dana Alokasi Umum (DAU) dan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.
Ketika sebagian kebutuhan pendanaan untuk Belanja Modal dapat terpenuhi
melalui DAK, seharusnya pemerintah daerah mempunyai ruang fiskal lebih
untuk meningkatkan Belanja Modalnya dari tahun ke tahun, baik melalui
DAU ataupun sumber pendapatan daerah lainnya. Dapat disimpulkan bahwa
ketika DAK yang direalisasikan semakin besar, maka seharusnya pemerintah
daerah berkomitmen untuk menambah realisasi Belanja Modalnya. Penelitian
yang dilakukan oleh Sugiantini (2015) di Kabupaten Buleleng menyimpulkan
bahwa semakin besar DAK yang direalisasikan oleh Pemkab Buleleng maka
akan semakin besar pula peningkatan Belanja Modalnya dari tahun ke tahun.



Pertanggungjawaban Belanja Modal

Pertanggungjawaban Belanja Modal dapat dilihat dari apakah realisasi
Belanja Modal telah memenuhi nilai kepatuhan atau tidak (Gaughana et.al,
2017). Berdasarkan IHPS I Tahun 2015, BPK menyatakan bahwa temuan
yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
akan berimplikasi secara finansial dengan munculnya permasalahan :

1.

Kerugian Daerah

Kasus kerugian daerah yang terjadi pada daerah pada umumnya yaitu
belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif, kekurangan volume pekerjaan,
pemahalan harga (markup), penggunaan uang/barang untuk kepentingan
pribadi, kelebihan pembayaran honorarium atau perjalanan dinas ganda,
dan spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai kontrak. Hal
tersebut terjadi karena para pejabat belu memahami dan mentaati
ketentuan yang berlaku dan kurang dalam hal pengawasan serta
pengendalian.

Potensi Kerugian Daerah

Pada umumnya, permasalahan yang berakibat pada potensi kerugian
daerah tersebut banyak ditemukan dalam pengelolaan akun Aset Tetap
dan Piutang. Permasalahan potensi kerugian daerah pada umumnya
terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat
dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, belum optimal dalam
melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, lemah dalam
melakukan pengawasan dan pengendalian aset

Kekurangan Penerimaan

Secara garis besar, permasalahan yang mengakibatkan kekurangan
penerimaan tersebut banyak ditemukan dalam pengelolaan akun
Pendapatan pada LKPD. Permasalahan kekurangan penerimaan
umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab kurang
memahami tupoksi, kurang aktif dalam melakukan upaya-upaya
percepatan pekerjaan, tidak tegas dalam melakukan upaya penagihan
kepada wajib pajak/ retribusi, belum optimal dalam melakukan koordinasi
dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam hal pengawasan dan
pengendalian.

Penyimpangan Administrasi

Permasalahan tersebut ditemukan dalam pengelolaan akun Belanja
Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja
Bantuan Keuangan. Hal tersebut disebabkan karena pejabat tidak cermat
dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menatausahakan dan
mengelola BMD, kurang proaktif dalam meminta laporan
pertanggungjawaban, serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian.



BAB 111
PEMBAHASAN

Sistematika Pembahasan

Sebelum mengawali pembahasan pada tiap-tiap kabupaten/kota, kajian ini
akan didahului oleh gambaran umum mengenai perolehan opini BPK selama
tiga tahun terakhir (2014-2016) pada masing-masing kabupaten/kota dan
rekapitulasi temuan baik Sistem Pengendalian Intern maupun Kepatuhan
Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Setelah itu akan disajikan gambaran umum dalan bentuk infografis mengenai
Belanja Modal selama tiga tahun terakhir di tiap-tiap kabupaten/kota yang
tergabung dalam satu Dapil, sebagai berikut:

1. Struktur Belanja Daerah
Grafik ini menggambarkan proporsi Belanja Modal secara persentase
dibandingkan dengan Belanja Operasi dan Belanja Tidak Terduga TA.
2014-2016;

2. Realisasi Belanja Daerah
Tabel yang memuat realisasi Belanja Modal dibandingkan dengan
Belanja Operasi dan Tak Terduga dalam nominal rupiah TA. 2014-2016;

3. Tren DAK Dengan Belanja Modal
Grafik ini memperlihatkan bagaimana kecenderungan tren antara
realisasi DAK dengan Belanja Modal.

4. Temuan BPK Atas Belanja Modal
Matriks yang menggambarkan temuan BPK yang berkaitan dengan
Belanja Modal di kabupaten/kota TA. 2014-2016.

Khusus untuk Belanja Tak Terduga tidak akan dibahas karena hanya
mengambil porsi yang sangat kecil pada total Belanja Daerah.

Data-data tentang Belanja Modal pada tiap-tiap kabupaten/kota tersebut akan
dikategorikan per Dapil dan diintepretasikan dalam subbab Hasil dan
Pembahasan Bab III, dengan mengacu pada kerangka teori yang telah dibahas
pada Bab II. Kemudian akan diberikan kesimpulan secara umum mengenai
realisasi dan pertanggungjawaban Belanja Modal di kabupaten/kota yang
tergabung dalam Dapil tersebut.



LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS LKPD

GAMBARAN UMUM

OPINILKPD2014-2016 KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT
DISUSUN BERDASARKAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPR RI

m Dapil 1

2014 2015 2016 2014 2015 2016

*Kota Bandung  WpP WDP WDP sPurwakarta WDP WTP WTP
sKota Cimahi WTP WTP WTP eKarawang WDP WTP WTP
eBekasi WTP WTP WTP

m Dapil 2

2014 2015 2016 g Paril8

*Bandung WDP WDP WTP
014 2015 20
*Bandung Barat wpp WDP WDP eCirebon \ZNDP WTP 3\,71:

eKota Cirebon WDP WDP WTP
eIndramayu  WDP WTP WTP

= Dapil 3

o 2014 2015 2016
*Cianjur WTP WTP WTP . Dapil 9
eKota Bogor WDP WDP WTP

2014 2015 2016

*Subang TMP TMP WDP
m Dapil 4 eMajalengka WTP WTP WTP
2014 2015 2016 *Sumedang WTP WTP WTP

*Sukabumi WTP WTP WTP
*Kota Sukabumi wtp wWTP WTP

= Dapil 10

2014 2015 2016

Dapil 5

RQlams WTP  WTP WTP
2014 2015 2016 eKuningan WTP WTP WTP
*Bogor WDP WTP WTP eKota Banjar WTP WTP WTP

sPangandaran WDP WDP WTP

b Dapil 6

2014 2015 2016 = Dapil 11
eKota Bekasi wpp WTP WTP
Kota Depok WTP  WTP WTP SAnr L 2014 2015 2016
ik WTP WTP WTP
eTasikmalaya WTP WTP WTP

eKota Tasikmalaya wWDP WDP WTP




LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS LKPD

GAMBARAN UMUM

TEMUAN BPK ATAS LKPD KABUPATEN/KOTA TA.2014-2016
DI PROVINSI JAWA BARAT

DISUSUN BERDASARKAN DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DPR RI

2014 2015 2016
SPI Kepatuhan SPI Kepatuhan SPI Kepatuhan
Kota Bandung | 16 26 8 10 10 12
Kota Cimahi | 4 9 9 7 7 4
Bandung | 10 6 7 13 T 8
Bandung
Bt 9 15 11 9 8 8
Cianjur | 17 8 7 8 6 9
Kota Bogor | 10 5 12 5 10 6
Sukabumi | 10 5 9 5 5 5
Kota
Skt 11 8 9 10 6 10
Bogor | 7 12 3 9 3 9
Kota Bekasi | 12 9 9 9 8 7
Kota Depok | 4 6 7 2 8 6
Purwakarta | 10 9 8 6 7 10
Karawang | 7 11 9 7 9 9
Bekasi | 10 9 10 10 7 10
Cirebon | 6 11 2 8 4 7
Kota Cirebon | § 7 12 3 3 9
Indramayu | @ 5 8 5 7 5
Subang | 15 12 10 6 16 4
Majalengka | 3 5 3 6 5 3
Sumedang | 3 6 4 3 3 5
Ciamis | 17 4 & 2 3 2
Kuningan | 8 8 § o 8 10 5
Kota Banjar | 3 9 3 4 4 10
Pangandaran | 3 4 4 5 5 6
Garut | 13 4 i 9 2 9
Tasikmalaya | § 3 5 6 2 5
i 4 7 65 4 5

Tasikmalaya
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KAJIAN BELANJA MODAL

KOTA BANDUNG DAN KOTA CIMAHI
(Daerah Pemilihan Jawa Barat I)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
atas LKPD TA. 2014-2016

JAWA TENG




GAMBARAN UMUM BELANJAMODAL
KOTA BANDUNG
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GAMBARAN UMUM BELANJA MODAL
KOTA CIMAHI
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Hasil dan Pembahasan

L

II.

Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah

Tabel 1. Realisasi Belanja Daerah Kota Bandung dan Kota Cimahi

%
Total Belanja % Y Belanja
Kab/Kota i Belanja | Belanja J
Daerah Operasi Modal Tidak

Terduga |
2014 4,435,589,826,032.00 | 78.10% | 21.90% 0.00%
Kota 2015 5,201,037,465,945.00 | 75.24% | 24.76% 0.00%
Bandung 2016 5,829,512,978,424.00 | 78.49% | 21.51% 0.00%
Rata-Rata | 5,155,380,090,133.67 | 77% 23% 0%
2014 1,042,608,970,972.00 | 8537% | 14.53% 0.10%
Koka 2015 1,074,961,450,668.00 | 83.18% | 16.82% 0.00%
Cimahi 2016 1,358,743,658,898.00 | 79.74% | 20.25% 0.01%
Rata-Rata | 1,158,771,360,179.33 | 83% 17% 0%

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa «dalam periode tahun 2014-2016,
realisasi Total Belanja Daerah Kota Bandung secara rata-rata
Rp5,155,380,090,233, sedangkan realisasi Total Belanja Daerah Kota
Cimahi secara rata-rata hanya Rp1,158,771,360,179. Dari Total Belanja
Daerah tersebut, proporsi Belanja kedua kota masih sangat didominasi
Belanja Operasi dengan proporsi rata-rata 77% (Kota Bandung) dan 83%
(Kota Cimabhi).

Sementara proporsi Belanja Modal terhadap total belanja daerah di 2 kota
tersebut selama 3 tahun (2014-2016) belum mencapai 30%, sebagaimana
yang diamanatkan Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPIMN 2014-2019.
Dari 2 Kota tersebut, proporsi Belanja Modal Kota Bandung (23%) lebih
tinggi dibandingkan Kota Cimahi (17%).

Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal

Berdasarkan garis tren antara DAK dengan Belanja Modal, hubungan yang
cenderung positif ditunjukkan oleh Kota Cimahi. Ketika realisasi DAK
naik, realisasi Belanja Modal juga mengalami kenaikan pada periode yang
sama.

Terdapat persamaan antara Kota Bandung dengan Kota Cimahi dimana
peningkatan realisasi DAK terjadi secara linear dan signifikan terutama di
tahun 2016. Perbedaannya terletak pada periode penurunan realisasi
Belanja Modal. Penurunan pada tahun 2016 terjadi di Kota Bandung ketika
realisasi DAK naik dari Rp17,709,340,000 menjadi Rp455,654,078,000
atau naik sebesar 2.473%, Belanja Modal menurun dari
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1I1.

Rp1,287,802,827,811,00 menjadi Rpl,254,021,785,263 atau turun
sebanyak 3%.

Kasus di Kota Bandung ini menjadi indikator bahwa pemanfaatan DAK
belum sepenuhnya optimal untuk meningkatkan realisasi Belanja Modal.
Secara makro, dapat disimpulkan bahwa realisasi DAK belum
dimaksimalkan untuk menunjang realisasi Belanja Modal di kota tersebut.

Pertanggungjawaban Belanja Modal

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat temuan atas Belanja Modal
yang terjadi selama tahun 2014-2016 pada Kota Bandung dan Kota
Cimahi. Secara umum, temuan tersebut berkaitan dengan kelebihan
pembayaran pada beberapa paket pekerjaan Belanja Modal. Rekapitulasi
temuan atas Belanja Modal pada 2 kota tersebut sebagai berikut:

Grafik 1. Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan
Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kota Cimahi dan Kota
Bandung Pada Belanja Modal TA. 2014-2016

Kota Cimahi — !
Kota Bandung —

® Kekurangan Volume ® Kelebihan Pembayaran

m Kesalahan Penganggaran ® Denda Belum Dipungut
Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa temuan atas Belanja Modal
Tahun Anggaran 2014-2016 di 2 kota tersebut didominasi oleh jenis
temuan kelebihan pembayaran dengan total 10 temuan. Delapan temuan
kelebihan pembayaran terjadi di Kota Bandung dan dua temuan di Kota
Cimabhi.

Sesuai dengan landasan dari BPK, temuan kelebihan pembayaran ini
adalah jenis temuan yang mengakibatkan kerugian negara atau daerah. Hal
tersebut diperkuat dengan penjelasan pada UU No.l Tahun 2004 Pasal 1
ayat 22: "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga,
dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”
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KAJIAN BELANJA MODAL
KABUPATEN BANDUNG DAN

KABUPATEN BANDUNG BARAT
(Daerah Pemilihan Jawa Barat II)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
atas LKPD TA. 2014-2016




GAMBARAN UMUM BELANJA MODAL
KABUPATEN BANDUNG




GAMBARAN UMUM BELANJA MODAL
KABUPATEN BANDUNG BARAT
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Hasil dan Pembahasan

I. Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja

Tabel 2. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bandung dan

Kabupaten Bandung Barat
X Fig 3 % A Be::anja
Kab/Kota Total Belanja Daerah Belanja- Belanja Tidak
Operasi | Modal Terduga
2014 3,602,079,666,414.00 | 86.82% 13.14% 0.04%
Kabapatea 2015 4,229,818,758,017.81 | 83.18% | 16.75% | 0.07%
Bandung 2016 4,156,940,978,998.49 | 86.20% | 13.70% 0.10%
Rata-Rata 3,996,279,801,143.43 85% 15% 0%
2014 1,749,991,600,972.41 | 80.66% | 18.92% 0.42%
Kabupaten 2015 1,877,979,690,810.00 | 80.01% | 19.93% 0.06%
B;I::.::lg 2016 2.,004,484,665,089.82 | 82.09% | 17.75% 0.17%
Rata-Rata 1,877,485,318,957.41 81% 19% 0%

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 2015-2017 (diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2014-2016,
realisasi Total Belanja Daerah Kabupaten Bandung secara rata-rata
Rp3,996,279,801,143, sedangkan realisasi Total Belanja Daerah
Kabupaten Bandung Barat secara rata-rata hanya Rp1,877,485,318,957.
Dari Total Belanja Daerah tersebut, proporsi Belanja kedua kota masih
sangat didominasi Belanja Operasi dengan proporsi rata-rata 85%
(Kabupaten Bandung) dan 81% (Kabupaten Bandung Barat).

Sementara proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah di 2
kabupaten tersebut selama 3 tahun (2014-2016) belum mencapai 30%,
sebagaimana yang diamanatkan Perpres No. 5 tahun 2010 tentang
RPJMN 2014-2019. Dari 2 Kabupaten tersebut, proporsi Belanja Modal
Kabupaten Bandung Barat (19%) lebih tinggi dibandingkan Kabupaten
Bandung (15%).

II. Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal

Berdasarkan garis tren antara DAK dengan Belanja Modal, hubungan
yang cenderung positif ditunjukkan oleh Kabupaten Bandung Barat pada
tahun 2015. Ketika realisasi DAK naik, realisasi Belanja Modal juga
mengalami kenaikan pada periode yang sama.

Terdapat persamaan antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten
Bandung Barat dimana peningkatan realisasi DAK terjadi secara linear
dan signifikan terutama di tahun 2016. Namun saat realisasi DAK naik,
Belanja Modal di 2 kabupaten tersebut justru mengalami penurunan.



III.

Pada Kabupaten Bandung, ketika realisasi DAK naik dari
Rp145,237,280,000 menjadi Rp645,086,445,696, atau naik sebesar
344%, Belanja Modal menurun dari Rp708,464,526,697 menjadi
Rp569,467,789,003.50 atau turun sebesar 20%.

Sementara pada Kabupaten Bandung Barat, ketika realisasi DAK naik
dari Rp69,288,850,000 menjadi Rp280,844,831,013 atau naik sebesar
305%, Belanja Modal menurun dari Rp374,320,053,732 menjadi
Rp355,712,315,504.82 atau turun sebesar 5%.

Kasus di 2 kabupaten ini menjadi indikator bahwa pemanfaatan DAK
belum sepenuhnya optimal untuk meningkatkan realisasi Belanja Modal.
Secara makro, dapat disimpulkan bahwa realisasi DAK belum
dimaksimalkan untuk menunjang realisasi Belanja Modal di kedua
kabupaten tersebut.

Pertanggungjawaban Belanja Modal

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat temuan atas Belanja
Modal yang terjadi selama tahun 2014-2016 pada Kabupaten Bandung
dan Kabupaten Bandung Barat. Secara umum, temuan tersebut berkaitan
dengan kelebihan pembayaran pada beberapa paket pekerjaan Belanja
Modal. Rekapitulasi temuan atas Belanja Modal pada 2 Kabupaten
tersebut sebagai berikut:

Grafik 2. Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan
Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Bandung
Barat dan Kabupaten Bandung Pada Belanja Modal TA. 2014-2016

Kabupatcn Bzmdung s _
Kahupatcn Bandung —

m Kekurangan Volume ® Kelebihan Pembayaran

® Kesalahan Penganggaran ® Denda Belum Dipungut

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa temuan atas Belanja Modal
Tahun Anggaran 2014-2016 di 2 kabupaten tersebut didominasi oleh
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jenis temuan kelebihan pembayaran dengan total 5 temuén. Dua temuan
kelebihan pembayaran terjadi di Kabupaten Bandung dan tiga temuan di
Kabupaten Eandung Barat.

Temuan kelebihan pembayaran ini adalah jenis temuan yang
mengakibatkan kerugian negara atau daerah. Hal tersebut dijelaskan pada
UU No.1 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 22: “Kerugian negara/daerah adalah
kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti
jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lala:.”



KAJIAN BELANJA MODAL
KABUPATEN CIANJUR DAN

KOTA BOGOR
(Daerah Pemilihan Jawa Barat I1I)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
atas LKPD TA. 2014-2016
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GAMBARAN UMUM BELANJA MODAL
KOTA BOGOR
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Hasil dan Pembahasan

Il

Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah

Grafik 3. Perbandingan Rata-Rata Belanja Modal Kabupaten
Cianjur dan Kota Bogor (TA. 2014-2016)

o

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015-2017 (diolah)

Grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata proporsi Belanja Modal
terhadap total belanja daerah di 2 kabupaten/kota selama 3 tahun (2014-
2016) belum mencapai 30%, sebagaimana yang diamanatkan Perpres No.
5 Tahun 2010 tentang RPIMN 2014-2019 dan Perpres No. 2 Tahun 2015
tentang RPJMN 2015-2019. Dari 2 daerah tersebut, Kota Bogor memiliki
proporsi Belanja Modal lebih tinggi (26,38%) dibandingkan Kabupaten
Cianjur (20,33%).
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Jika dicermati lebih detail lagi, akan tampak perbedaan yang mencolok
antara jumlah nominal realisasi belanja daerah dengan persentase realisasi

Belanja Modal di kabupaten/kota tersebut, rinciannya adalah sebagai
berikut:

Tabel 3. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan
Kota Bogor

Persentase
Belanja
Tidak

Terduga

Persentase Persentase
Kabupaten/Kota Belanja Daerah Belanja Belanja
I | !
Operasi Modal




IIL.

Hal berbeda terjadi di Kota Bogor, dimana pada tahun 2014-2015 tren
menunjukkan baik realisasi DAK maupun realisasi Belanja Modal sama-
sama mengalami penurunan yang signifikan, yaitu DAK dari
Rp203.298.179.028,00 turun menjadi Rp8.616.560.000,00, sementara
realisasi Belanja Modal dari Rp499.335.882.425,00 turun menjadi
Rp440.919.551.227,00,-

Baru pada tahun 2016, realisasi DAK mengalami kenaikan yang sangat
tinggi  yaitu mencapai  2.159,38%  atau menjadi  sebesar
Rp194.681.619.028,00,- dari Rp 8.616.560.000,00,- (2015) yang diikuti
kenaikan realisasi Belanja Modal meskipun hanya 25,30% yaitu sebesar
Rp552.484.517.036,00,- dari Rp440.919.551.227,00,- (2015)

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa realisasi DAK belum
dimaksimalkan untuk menunjang Belanja Modal pada 2 kabupaten/kota
tersebut selama tahun 2014-2016. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata
persentase Belanja Modal yang masih rendah, dibawah 30% dibanding rata-
rata persentase Belanja Operasi, dengan perbandingan untuk Kota Bogor
(73,41% : 26,38%) sementara Kabupaten Cianjur (79,62% : 20,33%).

Pertanggungjawaban Belanja Modal

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat temuan berulang yang terjadi
selama tahun 2014-2016 pada 2 Kabupaten/Kota. Secara garis besar, temuan
tersebut berkaitan dengan kekurangan volume pekerjaan pada beberapa
paket pekerjaan Belanja Modal, kelebihan pembayaran dan belum
ditetapkannya denda keterlambatan serta paket pekerjaan yang tidak
terselesaikan. Rekapitulasi temuan berulang tersebut adalah sebagai berikut:
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Grafik 4. Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan
Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Cianjur dan
Kota Bogor Pada Belanja Modal TA. 2014-2016

Kabupaten Cianjur Kota Bogor
H Kelebihan Pembayaran B Denda Belum Dipungut
® Kekurangan Volume m Pekerjaan Tdk Terselesaikan

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa temuan atas ketidakpatuhan
pada Belanja Modal Tahun Anggaran 2014-2016 pada 2 kabupaten/kota
tersebut didominasi oleh jenis temuan kekurangan volume pekerjaan
dengan jumlah 5 temuan. Kabupaten Cianjur memiliki jumlah temuan
terbanyak (4 temuan), sementara Kota Bogor memiliki 1 temuan.

Temuan kekurangan volume pekerjaan ini adalah jenis temuan yang
mengakibatkan kerugian negara atau daerah. Hal tersebut dijelaskan pada
UU No.l Tahun 2004 Pasal 1 ayat 22: “Kerugian negara/daerah adalah
kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti
Jjumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun
lalai.”

Temuan BPK atas Belanja Modal yang berulang tersebut sebagai salah
satu indikator yang mempengaruhi kualitas realisasi Belanja Modal
sehingga rata-rata persentase realisasi Belanja Modal selama 3 tahun
(2014-2016) masih sangat rendah dari target RPJMN, yaitu 30%, dimana
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Kabupaten Cianjur memiliki rata-rata persentase realisasi Belanja Modal
20,33% dan Kota Bogor hanya 26,38%.
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KAJIAN BELANJA MODAL
KABUPATEN SUKABUMI DAN

KOTA SUKABUMI
(Daerah Pemilihan Jawa Barat IV)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
atas LKPD TA. 2014-2016
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Hasil dan Pembahasan

1. Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah

Grafik 5. Perbandingan Rata-Rata Belanja Modal Kabupaten
Sukabumi dan Kota Sukabumi (TA. 2014 2016)

Pemeriksaan BPK Semester 1 2015-2017 (diolah)

Sumber: Hil

Grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata proporsi Belanja Modal
terhadap total Belanja Daerah di Kota Kabupaten Sukabumi dan Kota
Sukabumi selama 3 tahun (2014-2016) masih sangat rendah, berada jauh
dari angka 30%, sebagaimana yang diamanatkan Perpres No. 5 Tahun
2010 tentang RPJMN 2014-2019 dan Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang
RPJMN 2015-2019. Dari ke-2 daerah tersebut, Kabupaten Sukabumi
memiliki proporsi Belanja Modal lebih tinggi (17,27%) dibandingkan Kota
Sukabumi (15,38%).
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Tabel 4. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi dan
Kota Sukabumi

Terduga

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015-2017 (diolaa)

Berdasarkan data dari tabel diatas, di Kabupaten Sukabumi persentase
belanja daerah tertinggi selama tiga tahun (2014-2016) sebesar 82.64%
sementara persentase belanja modal jauh lebih kecil dengan persentase
sebesar 17.27%.

Sedangkan di Kota Sukabumi diketahui rata-rata Belanja Daerah
tertinggi selama 3 tahun terakhir sebesar 84,66%, sementara rata-rata
persentase Belanja Modal sangat rendah, yaitu hanya 15,38%.

II. Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal

Berdasarkan grafik tren antara DAK dengan Belanja Modal pada 2
kabupaten/kota tersebut, tren DAK dan Belanja Modal mengalami
fluktuatif. Pada Tahun 2015 DAK mengalami penurunan dari
Rp160.891.960.000,00 (2014) menjadi Rp150.818.730.000,00. Namun
sebaliknya, realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan dari
Rp422.908.949167,00 (2014) menjadi Rp508.051.546.242,00. Pada
tahun 2016 realisasi DAK mengalami kenaikan signifikan menjadi
Rp466.836.534.008,00 atau naik 209,53% dari Rp150.818.73).000,00
(2015), yang diikuti sedikit kenaikan realisasi Belanja Modal dan sebesar
Rp508.051.546.242,00 (2015) menjadi sebesar Rp551.260.603.873,00
atau naik 8,50%.

Hubungan yang positif ditunjukkan oleh Kota Sukabumi dimana
kenaikan realisasi DAK selalu diikuti dengan kenaikan realisasi Belanja
Modal. Pada tahun 2015, ketika realisasi DAK naik 62,37% dari
Rp20.967.878.000,00 (2014) menjadi Rp30.047.030.000,00 yang diikuti
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ITI.

Belanja Modal meningkat 43,18% dari Rp116.080.255.515,00 menjadi
Rpl166.212.543.933,00. Kemudian pada tahun 2016, DAK naik
signifikan sebesar 328,89%, yaitu dari Rp30.047.030.000,00 menjadi
Rp134.870.734.592,00, Belanja Modal juga naik 23,63% dari
Rp166.212.543.933,00 menjadi Rp205.502.294.155,00.

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa realisasi DAK belum
dimaksimalkan untuk menunjang Belanja Modal pada ke-2
kabupaten/kota. Hal tersebut dapat dilihat bahwa dengan adanya
kenaikan DAK, realisasi Belanja Modal masih sangat rendah, seperti
pada grafik diatas bahwa Kabupaten Sukabumi memiliki proporsi
Belanja Modal 17,27% dan Kota Sukabumi 15,38%.

Pertanggungjawaban Belanja Modal

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat temuan berulang yang
terjadi selama tahun 2014-2016 pada 2 kabupaten/kota. Secara garis
besar, temuan tersebut berkaitan dengan kelebihan pembayaran, denda
keterlambatan belum dipungut, kekurangan volume pekerjaan pada
beberapa paket pekerjaan Belanja Modal, proses lelang tidak sesuai
ketentuan, jaminan pekerjaan serta realiasi belanja yang tidak sesuai
peruntukannya.

Rekapitulasi temuan berulang pada 2 kabupaten/kota tersebut adalah
sebagai berikut:

Grafik 6. Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan
Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Sukabumi
dan Kota Sukabumi Pada Belanja Modal TA. 2014-2016

Kabupaten Sukabumi Kota Sukabumi
®Kelebihan Pembayaran ®Denda Belum Dipungut
® Kekurangan Volume wProses Lelang Tdk Sesuai Ketentuan
mJaminan Pekerjaan WRealisasi belanja tidak sesuai

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)
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Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa temuan atas ketidakpatuhan
yang berulang pada Belanja Modal Tahun Anggaran 2014-2016 pada 2
kabupaten/kota tersebut didominasi oleh jenis temuan kelebihan
pembayaran dan temuan denda yang belum dipungut (terdapat 3 temuan)
serta kekurangan volume pekerjaan (2 temuan), temuan atas proses lelang
tidak sesuai ketentuan, jaminan pekerjaan serta realiasi belanja yang tidak
sesuai peruntukannya (masing-masing berjumlah 1 temuan).

Jenis temuan diatas tersebut merupakan jenis temuan yang
mengakibatkan kerugian negara atau daerah. Hal tersebut dijelaskan pada
UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat 22:
”Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan
barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Temuan BPK atas Belanja Modal yang berulang tersebut sebagai salah
satu indikator yang mempengaruhi kualitas realisasi Belanja Modal

sehingga rata-rata persentase realisasi Belanja Modal selama 3 tahun
(2014-2016) masih sangat rendah dari target RPJMN, yaitu 30%, dimana
Kabupaten Sukabumi memiliki rata-rata persentase realisasi Belanja
Modal 17,27% dan Kota Sukabumi hanya 15,25%.




KAJIAN BELANJA MODAL

KABUPATEN BOGOR
(Daerah Pemilihan Jawa Barat V)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
atas LKPD TA. 2014-2016
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Hasil dan Pembahasan

I. Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah

Grafik 7. Perbandingan Rata-Rata Belanja Modal Kakupaten Bogzor
(TA. 2014-2016)

Kabupaten Bogor
Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015-2017 (dio'ah)

Grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata proporsi Belanja Modal
terhadap total Belanja Daerah di Kabupaten Bogor selama 3 tahun (2014-
2016) baru mencapai 25,40% dan masih dibawah 30%, sebagaimana yang
diamanatkan Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 200-2014 dan
Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.

Tabel 5. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bogor

Persentase Persentase
Kabupaten/Kota Belanja Daerah Belanja Belanja
Operasi

Kabupaten
Bogor

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015-2017 (diciah)

Berdasarkan data dari tabel diatas, dapat terlihat Belanja Daerah yang
tertinggi sampai yang terendah dari tahun 2014-2016. Alokasi untuk
belanja daerah lebih cenderung ke belanja konsumtif yaitu Belanja Operasi
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dengan rata-rata persentase mencapai 74,3%, sementara Belanja Modalnya
rata-rata hanya 25,40%. Persentase Belanja Modal dari tahun 2015 ke tahun
2016 mengalami penurunan, yaitu dari 26,29% menjadi 24,26%, sementara
alokasi belanja daerah, terutama Belanja Modal terus mengalami
peningkatan.

II. Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal

Berdasarkan grafik tren antara DAK dengan Belanja Modal di Kabupaten
Bogor, menunjukkan adanya hubungan positif dimana kenaikan realisasi
DAK selalu diikuti dengan kenaikan realisasi Belanja Modal. Pada tahun
2015, ketika realisasi DAK naik 4,28% dari Rp189.997.540.000,00
menjadi Rp198.148.350.000,00 Belanja Modal tahun 2015 meningkat
18,45% dari Rp1.232.249.681.373,00 menjadi Rp1.459.647.299.638,00.
Dan pada tahun 2016, ketika DAK naik sebesar 155% dari
Rp198.148.350.000,00 menjadi Rp506.469.716.920,00, Belanja Modal
naik 5,63% dari Rp1.459.647.299.638,00 menjadi
Rp1.541.830.222.578,00.

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa realisasi DAK belum
dimaksimalkan untuk menunjang Belanja Modal di Kabupaten Bogor.
Dengan rata-rata persentase Belanja Operasi (2014-2016) sebesar 74,37%,
sementara rata-rata persentase Belanja Modal (2014-2016) hanya sebesar
25,40%.

III. Pertanggungjawaban Belanja Modal

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat temuan berulang yang
terjadi selama tahun 2014-2016 di Kabupaten Bogor. Secara garis besar,
temuan tersebut berkaitan dengan kekurangan volume pekerjaan pada
beberapa paket pekerjaan Belanja Modal, kelebihan pembayaran dan
belum ditetapkannya denda keterlambatan serta belanja tidak sesuai
peruntukan. Rekapitulasi temuan berulang di Kabupaten Bogor adalah
sebagai berikut:
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Grafik 8. Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan
Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Bogor Pada
Belanja Modal TA. 2014-2016

® Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume

m Kekurangan Volume
® Denda Belum Dipungut

u Belanja Tidak Sesuai Peruntukan

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Berdasarkan paparan grafik diatas dapat dilihat bahwa temuan atas
ketidakpatuhan pada Belanja Modal Tahun Anggaran 2014-2016 di
kabupaten Bogor didominasi oleh jenis temuan kekurangan volume
pekerjaan dengan jumlah 5 temuan.

Temuan kekurangan volume pekerjaan ini adalah jenis temuan yang
mengakibatkan kerugian negara atau daerah. Hal tersebut dijelaskan pada
UU No.l Tahun 2004 Pasal 1 ayat 22: “Kerugian negara/daerah adalah
kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti
jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai.”

Temuan BPK atas Belanja Modal yang berulang tersebut sebagai salah
satu indikator yang mempengaruhi kualitas realisasi Belanja Modal
sehingga realisasi Belanja Modal masih rendah dari target RPJMN,
sebesar 30%, yaitu 25,40% apabila dibandingkan dengan Belanja
operasional yang rata-rata mencapai 74.37%.
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KAJIAN BELANJA MODAL

KOTA DEPOK DAN KOTA BEKASI
(Daerah Pemilihan Jawa Barat VI)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
atas LKPD TA. 2014-2016

JAWA TENG
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Hasil dan Pembahasan

L

IL.

Proporsi BelanjaModal Pada Struktur Belanja Daerah

Tabel 6. Realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi dan Kota Depok

Yo % % Belanja
Belanja Belanja Tidak
Operasi Modal Terduga

2014 3,106,897,522,995.00 | 76.75% | 23.16% 0.09%
ki 2015 3,881,179,278,034.00 | 67.77% | 32.21% 0.02%
Bekasi 2016 4,403,530,694,024.82 | 67.46% | 32.43% 0.11%
Rata-Rata | 3,797,202,498,351.27 | 71% 29% 0%
2014 2,011,328,640,125.00 | 71.01% | 28.94% 0.05%
Kota 2015 2,178,595,019,630.00 | 71.72% | 28.26% 0.02%
Depok 2016 2,755,256,803,566.27 | 62.93% | 36.97% 0.10%
Rata-Rata | 2,315,060,154,440.42 | 69% 31% 0%
Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Total Belanja

Kab/Kota Dacrah

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2014-2016,
realisasi Total Belanja Daerah Kota Bekasi secara rata-rata
Rp3,797,202,498,351.27, sedangkan realisasi Total Belanja Daerah Kota
Depok secara rata-rata Rp2,315,060,154,440.42. Dari Total Belanja
Daerah tersebut, proporsi Belanja kedua kota masih sangat didominasi
Belanja Operasi dengan proporsi rata-rata 71% (Kota Bekasi) dan 69%
(Kota Depok).

Proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah di Kota Depok
selama 3 tahun (2014-2016) sudah mencapai 31%, atau telah mencapai
target Belanja Modal minimal 30% sebagaimana yang diamanatkan
Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2014-2019. Sedangkan proporsi
Belanja Modal Kota Bekasi secara rata-rata selama 3 tahun (2014-2016)
belum mencapai target Belanja Modal minimal.

Walaupun pada tahun 2015 dan 2016 proporsi Belanja Modal Kota Bekasi
sudah mencapai 32%, namun karena proporsi Belanja Modal di tahun 2014
hanya 23% maka secara rata-rata proporsi Belanja Modal terhadap total
Belanja Daerah di Kota Depok selama 3 tahun (2014-2016) baru mencapai
29%.

Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal

Berdasarkan garis tren antara DAK dengan Belanja Modal, hubungan yang
cenderung positif ditunjukkan oleh kedua kota. Ketika realisasi DAK naik,
realisasi Belanja Modal juga mengalami kenaikan pada periode yang sama.
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Terdapat persamaan antara Kota Bekasi dengan Kota Depok dimana
peningkatan realisasi DAK terjadi secara linear dan signifikan terutama di
tahun 2016.

Pada Kota Bekasi, di tahun 2016 realisasi DAK naik sebesar 747%, dari
Rp31,389,560,000 menjadi Rp265,959,301,107. Belanja Modal naik
sebesar 14%, dari Rp1,249,954,669,378 menjadi Rp1,428,034,524,406.

Sementara pada Kota Depok, di tahun 2016 realisasi DAK naik sebesar
553%, dari Rp22,507,760,000 menjadi Rp146,928,457,500. Belanja
Modal naik signifikan sebesar 65%, dari Rp615,731,792,480 menjadi
Rp1,018,655,640,157.90.

Kondisi di kedua kota ini menunjukkan bahwa DAK telah dimanfaatkan
dengan cukup optimal untuk meningkatkan realisasi Belanja Modal.
Secara makro, dapat disimpulkan bahwa realisasi DAK telah dimanfaatkan
dengan baik untuk menunjang realisasi Belanja Modal di kedua kota
tersebut.

Pertanggungjawaban Belanja Modal

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat temuan atas Belanja Modal
yang terjadi selama tahun 2014-2016 pada Kota Depok. Sementara pada
Kota Bekasi tidak terdapat temuan atas Belanja Modal. Secara umum,
temuan tersebut berkaitan dengan kekurangan volume pekerjaan pada
beberapa paket pekerjaan Belanja Modal. Rekapitulasi temuan atas Belanja
Modal pada 2 kota tersebut sebagai berikut:

Grafik 9. Perbandingan Rata-Rata Belanja Modal Kota Depok dan
Kota Bekasi (TA. 2014- 2016)

Kota Depok — ‘

Kota Bekasi

® Kekurangan Volume ® Kelebihan Pembayaran

® Kesalahan Penganggaran ® Denda Belum Dipungut

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)
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KAJIAN BELANJA MODAL
KABUPATEN PURWAKARTA,

KABUPATEN KARAWANG DAN

KABUPATEN BEKASI
(Daerah Pemilihan Jawa Barat VII)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
atas LKPD TA. 2014-2016




GAMBARAN UMUM BELANJA MODAL
KABUPATEN PURWAKARTA

Struktur Belanja Daerah

357.890.382.874,00 | 284.796.124.018,00 |

357,890,382,874.00
330,239,453,173.00 1 ’
[] ‘“23.2.9.51{1:313‘00 2014-2015

DAK dan Belanja Modal secara

117,353,333,003.00 " hargama-sama meningkat.
43,955,320,000.00

41,050,470,000.00 \)
mo TG e 2015-2016

DAK mengalami kenaikan namun
2014 2015 2016 realisasi Belanja Modal menurun

wme e m=Dana Alokasi Khusus == o==Belanja Modal

Temuan BPV\ atas Belanja Modal

o Kakura gau Vnhun Py kar}aa mbang Gé&t;ng Pimun}éng P-lqyanan Puskasmas
| Munjuljaya pada Dinas Kesehatan
Kelebihan Bayar Penataan Air Mancur Situ Bnteudpadaﬂmaskeharsihan dan Pertlmanarl

- Kelebihan Pembayaran atas Belanja Jasa Konsultan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan dan Dinas Tata Ruang
dan Cipta Karya
- Indikasi Kelebihan Pembayaran atas Pembangunaﬂ Sport CenterPurnawarnan (Gedung Dlahraga)

- Kekurangan Volume Pekerjaan; Pengadaaan Interior Bale Citra Resmi, Indikasi Pemahalan Belanja Bahan Dekorasi dan

~ Desain ImariarfEksm'lnr paﬂa Sukntariat DPRD, Kegiatan Lanjutan P Sport Center pada Dmis Pendidikan
Pemuda dan Dlahraga, dan Lahora!urlumnaerah pada Dinas Kesehatan

- Kelebihan Pembayaran Blaya Langsun Personil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Biaya Langsung
Personil Tidak Dapat Dibayarkan pada Dinas Cipta Kam dunTaia Ruan rta Po Kﬂe Ihan Bav:r Mutu Beton Tidak

| Sesuai Spesifikasi Te " 3




GAMBARAN UMUM BELANJA MODAL
KABUPATEN KARAWANG

Struktur Belanja Daerah

i : ] e
BelanjaOperasi 4 2.983.120.894522.97 | 3.16.578.516914.26 |
Belanja Modal 631.019.911..645,00 | 574.175.225.515,00

631,019,911,645.00

592,851,397,329.00 574,175,225,515.00
o o 2014-2015
2 342,419,636,006.00 DAK dan Realisasi Belanja Modal meningkat
132,377,270,000.00 o 2015-2015
124,624,020,000.00 / DAK meningkat dan Realisasi Belanja Modal
T justru mengalami penurunan
2014 2015 2016

e o e Dana Alokasi Khusus e s s Belanja Modal

Temuan BPK atas Belanja Modal

. Kekurangan Volume Pﬂkil‘iha_n:'sz_ih!ias_?ikﬂl Pekerjaan Peﬁingkatan-Jatan dan Tanggul pada Dinas Bina
. Marga dan Pengairan, Enam Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan pada Dinas Cipta Karya, dan Pekerjaan Tidak
esuai Spesifikasi atas Pelaksanaan Tiga Paket Pekerjaan Pengembangan Destinasi Wisata Candi Jiwa pada

nas Kebudayaan dan Pariwisata

. Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan
+ Paket Kegiatan Penataan TPAS Jalupang pada Dinas Cipta Karya Belum Dikenakan Denda Keterlambatan
» Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan

2016 & Kekurangan Volume Pekerjaan pada Dinas Cipta Karya
- Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan Jalan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester | Tahun 2015-2017 (diolah)




GAMBARAN UMUM BELANJAMODAL
KABUPATEN BEKASI

Be

Struktur Belanja Daerah

odal CiBelanja Tidak Terduga’

Realisasi Belanja Daerah

1.302.248.458.477,

%l _en I-Z]-é-h'a A'lok-asl‘ Khusus -clén'Be'[énia Modal

1,168,556,174,474.00 | _1,302,248,458,477.00

: _1.165,153,095,189.00 | W 2014-2015

i g : - DAK mengalami kenaikan namun

: 525 | 328,114,724,398.00 realisasi Belanja Modal Menurun
: 68,497,224,000.00 Py ; Y

[ 33350573,00000 || i 2015-2016 :

L o e DAK dan Belanja Modal meningkat

2014 2015 - 2016

et - = Dana Alokasi Khusus =« == Belanja Modal

Temuan BPK atas Belanja Modal

. s:kurangan Volume Pekerjaan dan Pelaksaman Pokerinn yang Belum Sesuai denqan RKS pada Dinas-
. Bangunan

- Kekurangan Volume Pekerjaan pada Dinas Bina M: a Lol Daya Air

- Pengelolaan Fasilitas Umum (Fasum) Tanah Ten ey mum('l'PU]ﬂnlurn awamptlntu&n G

- Pelaksanaan Peker]

Sumber Daya Air ) ni J

Dinas Peternakan. Perikanan dan Kelauan Tidak Sesuai Kontrak
Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume Pekerjaan pada Tiga Paket Pekerjaan Pengadaan Bangunan
dan Gedung pada Dinas Bangunan

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester | Tahun 2015-2017 (diolah)



Hasil dan Pembahasan

j

Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah

Grafik 10. Perbandingan Rata-Rata Belanja Modal Kabupaten
Bekasi, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Karawang (TA.
2014- 2016)

Kab. Bekasi Kab. Purwakarta Kab. Karawang

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017(diolah)

Berdasarkan grafik diatas, terlihat realisasi Belanja Modal di 3
Kabupaten/Kota selama 3 Tahun (2014-2016), Kabupaten Bekasi yang
mencapai 30% seperti yang tertuang pada Perpres No.2 Tahun 2015
tentang RPJMN 2014-2019 yaitu sejumlah 30,60%. Kabupaten
Purwakarta dan Karawang memiliki nilai rata-rata Belanja Modal yang
lebih rendah sebesar 20,63% dan 17,37%.

Jika dicermati lebih detail, akan terlihat perbedaan antara jumlah nominal
realisasi Belanja Daerah dengan persentase realisasi Belanja Modal pada
masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut:
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II.

Tabel 7. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta,
Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi

Pe

Belanja Daerah

Kab Purwakarta !

Kab Karawang

2014

2015
Kab Bekasi
2016

Sumber: Hasi! Pemeriksaan BPK Semester 1 2015-2017 (diolak)

Pada tabel diatas, terlihat belanja daeral tertingg: hingga vang terendah
dari tahun 2014-2016. Kabupaten Bekasi memiliki rata-rata belanja
daerah tertinggi selama 3 tahun. Alokasi belanja daerah digunakan untuk
keperluan Belanja Modal dengan rata-rata persentase 30,60%. Kabupaten
Karawang meskipun reta-rata belanja daerahnye satu tinzkat dibawah
Kabupaten Bekasi, namun penggunaan Belanja Operasi tertinggi
mencapai rata-rata 82.53%. Rata-rata belanja daerah terendah adalah
Kabupaten Purwakarta dengan rasio persentase 79,37% : 20.63%.

Tren Dana Alokasi Khusus Dengan Belanja Modal Kabupaten
Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan grafik tren antara DAK dengan Belanja Modal pada 3
Kabupaten terdapat wilayah yang memiliki hubungan yang positif antara
realisasi DAK dengan realisasi Belanja Modal, wilayah tersebut adalah
Kabupaten Bekasi. Trer tersebut menunjukkan semakin besar DAK yang
didapat, maka alokasi Belanja Modal juga meningkat. Tahun 2016
realisasi DAK Kabupaten Bekasi mengalami kenaikan yang signifikan
dari Rp68.497.224.00C,00 menjadi Rp328.114.724.398,00 atau naik
sebesar 379%, Belanja Modal meningkat dari R21.165.153.095.189,00
menjadi Rpl1.302.248.458.477,00 atau naik sebesar 12%. Terdapat
persamaan antara Katupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang
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dimana DAK meningkat pesat di tahun 2016. Perbedaan terlihat pada
penurunan nominal realisasi Belanja Modal di tahun 2016. Kabupaten
Purwakarta pada ahun 2016 mengalami penurunan Belanja Modal dari
Rp357.890.382.874,00 menjadi Rp284.796.124.018,00 atau turun
sebanyak 20%, sebaliknya realisasi DAK pada tahun 2016 meningkat
dari Rp43.955.320.000,00 menjadi Rp117.353.333.003,00 atau naik
167%. Kabupaten Karawang pada tahun 2016 menunjukkan menurunnya
Belanja Modal dari Rp631.019.911.645,00 menjadi
Rp574.175.225.515,00 atau turun 9%, sedangkan DAK meningkat dari
Rp132.377.270.000,00 menjadi Rp342.419.636.006,00 atau naik 159%.

Atas penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi DAK
belum maksimal untuk menunjang realisasi Belanja Modal di 2
Kabupaten yang tersebut diatas hanya 1 kabupaten yang Belanja
Modalnya sudah mencapai 30% dari total Belanja Daerah.

Pertanggungjawaban Belanja Modal

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat temuan berulang yang
terjadi selama 2014-2016 pada 3 kabupaten. Temuan dimaksud adalah
perihal kekurangan volume atas beberapa pekerjaan, pelaksanaan
pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, kelebihan pembayaran, dan
pengelolaan Fasum (fasilitas umum) belum sesuai dengan ketentuan.

Grafik 11. Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan
Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Bekasi,
Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Karawang Pada Belanja
Modal TA. 2014-2016

Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi
= Kekurangan Volume = Kelebihan Pembayaran

® Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak m Fasum Belum Sesuai Ketentuan

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 2015-2017 (diolah)
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Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa temuan ketidakpatuhan yang
berulang pada Belanja Modal Tahun Anggaran 2014-2016 tersebut
didominasi oleh jenis temuan kekurangan volume pekerjaan dengan
total 19 temuan yang terjadi di 3 Kabupaten. Temuan terbanyak yaitu
Kabupaten Karawang (7 temuan). Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Bekasi memilki jumlah temuan yang sama (6 temuan).

Jenis-jenis Temuan tersebut diatas merupakan jenis temuan yang
mengakibatkan kerugian negara atau daerah. Hal ini dijelaskan pada
UU No. | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal | ayat 22:
“Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan
barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

60



KAJIAN BELANJA MODAL
KABUPATEN CIREBON,

KOTA CIREBON DAN

KABUPATEN INDRAMAYU
(Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
atas LKPD TA. 2014-2016

JAWA TENG




GAMBARAN UMUM BELANJA MODAL
KABUPATEN CIREBON

Struktur Belanja Daerah

Tren Ijana Alo

610,529,622,954.95
439,768,587,939.06

¥ P
323,301,978,738.00 | e  537,444,777,031.00
¥ —
Qe 135 706,720,000.00
C il

76,145,520,000,00 =
°| / : 5
2014 2015 2016

w0 e Dana Alokasi Khusus e o s Belanja Modal

- 2014-2015

DAK dan Belanja Modal Meningkat

2015-2016
DAK dan Belanja Modal meningkat

« Pemberikan K ,'.‘. 50 Hari Kalender untuk Mer

lesaikan Sisa Pekerjaan Konstruksi yang ‘Melewati

Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Bina Marga, RSUD Arjawinangl.m, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Belum

Sepenuhnya Mengikuti Peraturan Berlaku

- Kelebihan Pambayaran atas Belanja Modal: Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor pada Dinas
~ Kesehatan, Gedung Olah Raga pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Konstruksi Jaringan Irigasi pada Dinas

Pengelolaa SumbarDaya Alr dan Partarrlhangan




GAMBARAN UMUM BELANJA MODAL
KOTA CIREBON

Struktur Belanja Daerah

297,984,371,898.00

264,561,671,148.00
235,233,597,636.00 1 gt O 2014-2015 _ :
C 206518,60412400  DAKdan Belanja ModalfMenlng'ksl .
141,699,660,000.00 s— ; : 3
32,145,380,000.00 2015-2016 _
o it : ; DAK dan Belanja Modal moninglm-_
2014 2015 2016
-‘-Dﬂl‘lﬂ Alokasi Khllstls = o = Belanja Mﬂdﬁl

l PK nt. lanj.—l Modﬂl

#4014l . Kelebihan Pembayaran atas Beberapa Pekerjaan pada Dinas PUPESDM

Kekurannan Volume Pekerjaan dan Ketidaksesuaian Spesifikasi pada Beberapa Pekerjaan Peningkatan Jalan di

2 016 - DPUPESDM

Pekarjaan Lanjutan Pambanaunan Gedung DPPKAD da) Pokerjaan Peningkatan Jalan, Jarnhatan. Truharisas}
nDr: lerlamba enai




GAMBARAN UMUM BELANJA MODAL
KABUPATEN INDRAMAYU

Struktur Belanja Daerah

2.164.971.380.083,00 | 1.903.066.031.958,00 | 1.904.367.306.223,00
Belanja Modal 383.331.021.062,00 | 713.948.024.551,00 | 937.843.790.077.00
Belanja Tidak Terduga 592.250.000.00 588.798.500.00 -

Kabupaten Indramayu mencatatkan Belanja Modal tertinggi pada tahun 2016
Rp937.843,790,077.00 namun nilai tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan realisasi
Belanja Operasi di tahun yang sama Rp1,904,367,306,223.00

Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal

937,843,790,077.00

713,948,024551.00 = L
< — 2014-2015
SRR 455,873,826,500.00 DAK dan Belanja Modal meningkat
o 195,973,500,0?;22’1 ¥ e e
mz'wz'iﬁmﬂ"ﬁ"””b : DAK dan Belanja Modal meningkat
2014 2015 2016

=== » === Dana Alokasi Khusus ==+ == Belanja Modal

Temuan BPK atas Belanja Modal

. Pemutusan Kontrak Dua Paket Pekerjaan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air,
Pertambangan dan Energi Tidak Diikuti Pencairan Jaminan Pelaksanaan
« Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Auditorium Gedung Mutiara Bangsa Tahap VI pada
| Dinas Cipta Karya Tidak Menyelesaikan Pekerjaan dan Belum Dikenai Sanksi

S

' . Kekurangan Volume Pekerjaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan pada Dinas Bina Marga
dan Pekerjaan Belanja Modal Gedung Puskesmas Kaplongan pada Dinas Kesehatan

e " SRR

Kelebihan Pembayaran Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan
RSUD MA Sentot Patrol serta Kekurangan Penerimaan dari Denda Keterlambatan
Pekerjaan pada RSUD MA Sentot Patrol

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester | Tahun 2015-2017 (diolah)



Hasil dan Pembahasan

L. Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah

Grafik 12. Perbandingan Rata-Rata Belanja Modal Kabupaten
Indramayu, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon (TA. 2014- 2016)

Kab. Kota Cirebon Kab. Cirebon
Indramayu

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Berdasarkan grafik diatas, terlihat realisasi Belanja Modal di selama
3 Tahun (2014-2016) belum berhasil mencapai 30% dari total
Belanja Daerah seperti yang telah dijelaskan pada Perpres No.2
Tahun 2015 tentang RPJMN 2014-2019. Realisasi Belanja Modal
tertinggi adalah Kabupaten Indramayu sebesar 25,10% kemudian
Kota Indramayu 19,86%, dan yang terendah Kabupaten Cirebon
sebesar 16,67%.

Jika dicermati lebih detail, terdapat perbedaan antara jumlah nominal
realisasi belanja daerah dengan persentase realisasi Belanja Modal
di tiap kabupaten/kota, dengan rincian sebagai berikut:
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Tabel 8. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Cirebon, Keta
Cirebon dan Kabupaten Indramayu




Rp439.768.587.939,06 menjadi Rp610.529.622.954,95 atau naik
sejumlah 39%.
2. Kota Cirebon di tahun 2016 realisasi DAK meningkat dari
Rp141.699.660.000,00 menjadi Rp206.918.60.124,00 atau naik
sebesar 46% seiring dengan meningkatnya Belania Modal dari
Rp264.561.671.148,00 menjadi Rp297.984.371.898,00 atau naik
sebesar 13%.

3. Kabupaten Indramayu di tahun 2016 realisasi DAK meningkat dari
Rp198.973.500.000,00 menjadi Rp455.873.826.500 atau naik sebesar
129% diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal dari
Rp713.948.024.551,00 menjadi Rp937.843.790.077,00 atau naik
sebesar 31%.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa realisasi DAK belum

dimaksimalkan untuk disalurkan pada Belanja Modal.

. Pertanggungjawaban Belanja Modal

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat temuan atas Belanja
Modal yang terjadi selama 2014-2016 pada 3 kabupaten/kota. Temuan
dimaksud adalah perihal kekurangan volume pekerjaan terkait pekerjaan
Belanja Modal, kelebihan pembayaran, keterlambatan beberapa
pekerjaan, dan menyelesaikan sisa pekerjaan konstruksi yang melewati
satu Tahun Anggaran. Rangkuman temuan atas Belanja Modal pada 3
kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
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Grafik 13. Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan
Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Indramayu,
Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon Pada Belanja Modal TA.

2014-2016

Kab. Cirebon Kota Cirebon Kab. Indramayu

® Kekurangan Volume mKelebihan Pembayaran
# Denda Belum Dikenakan # Menyelesaikan Sisa Pekerjaan

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2016 (diolah)

Berdasarkan tampilan grafik diatas dapat diketahui temuan atas
ketidakpatuhan pada Belanja Modal Tahun Anggaran 2014-2016 pada 3
kabupaten/kota didominasi oleh jenis temuan kelebihan pembayaran.
Kabupaten Cirebon adalah wilayah dengan jumlah temuan terbanyak (4
temuan), sedangkan yang paling sedikit adalah Kabupaten Indramayu (2
temuan).

Jenis-jenis temuan tersebut diatas adalah jenis temuan yang
mengakibatkan kerugian negara atau daerah. Hal tersebut dijelaskan pada
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat 22:
“Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan
barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai.”
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KAJIAN BELANJA MODAL
KABUPATEN SUBANG,

KABUPATEN MAJALENGKA DAN

KABUPATEN SUMEDANG
(Daerah Pemilihan Jawa Barat IX)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
atas LKPD TA. 2014-2016

JAWA TENG




GAMBARAN UMUM BELANJA MODAL
KABUPATEN SUBANG

201#-2015 : y

DAK mangalami peningkatan
-sedangkan Balenla Modal Justru
.lunm 3

2!1'!5—2016

DAK mengalami kenailean yang
‘cukup signifikan diikuti oleh
kenaikan padaBelan;a Modal.
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GAMBARAN UMUM BELANJA MODAL
KABUPATEN MAJALENGKA
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GAMBARAN UMUM BELANJA MODAL
KABUPATEN SUMEDANG

Struktur Belanja Daerah




Hasil dan Pembahasan

I

Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah

Grafik 14. Perbandingan Rata-Rata Belanja Modal Kabupaten
Majalengka, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Subang (TA.
2014-2016)

27.35%

21.82% 21.81%

Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Subang
Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Berdasarkan data dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa realisasi
Belanja Modal di 3 kabupaten tersebut selama 3 tahun (2014-2016)
tidak ada yang mencapai 30% seperti yang diamanatkan dalam
RPIJMN 2014-2019, Kabupaten Majalengka adalah Kabupaten yang
realisasi Belanja Modalnya paling tinggi dibandingkan Kabupaten
Subang dan Sumedang. Bahkan pada Tahun Anggaran 20135, realisasi
Belanja Modal Kabupaten Majalengka mampu menembus 28,14%.

Apabila dirata-rata selama tiga tahun berturut-turut, Kabupaten
Majalengka mencatatkan nilai tertinggi dengan rataan realisasi
Belanja Modal sebesar 27,35%, disusul oleh Kabupaten Sumedang
dengan rataan sebesar 21,82% dan Kabupaten Subang dengan rataan
sebesar 21,81%

Apabila dilihat dari nominal keseluruhan belanja daerah dengan
persentase atau proporsi pada tiap-tiap belanja maka akan diperoleh
data sebagai berikut:
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Tabel 9. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Subang,
Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang

Kab
Majalengka

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Berdasarkan data dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kabupaten
Subang adalah kabupaten dengan nilai rata-rata belanja daerahnya paling
tinggi namun, alokasi Belanja Modalnya tergolong rendah hanya 21,81%
dan cenderung mengalokasikan untuk Belanja Operasi yang bersifat
konsumtif dengan rata-rata persentase 78,08%.

Kabupaten Majalengka berada satu tingkat dibawah Kabupaten Subang.
Secara rata-rata, Kabupaten Subang adalah daerah yang rata-rata Belanja
Daerahnya merupakan nilai tengah dari dua kabupaten yang lain. Secara
proporsi Belanja, Kabupaten Majalengka cukup produktif meskipun
belum mencapai 30%. Hal ini dapat dilihat dari persentase Belanja
Operasi yang terendah dari 2 kabupaten lain (72.64%) dan Belanja
Modal yang tertinggi dengan capaian 27,35%.

Terakhir adalah Kabupaten Sumedang sebagai kabupaten dengan rata-
rata belanja daerah terendah yang kondisinya hampir mirip dengan

Subang sementara Belanja Operasinya lebih besar dan tertinggi mencapai
78,19%.
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II. Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal

II1.

Berdasarkan garis tren antara DAK dengan Belanja Modal, hubungan
yang cenderung positif ditunjukkan oleh Kabupaten Subang. Terdapat
persamaan antara Kabupaten Subang dengan Kabupaten Majalengka
dimana peningkatan realisasi DAK terjadi secara linear dan signifikan
terutama di tahun 2016. Perbedaanya terletak pada periode penurunan
realisasi Belanja Modal. Penurunan pada tahun 2015 terjadi di
Kabupaten Subang ketika realisasi DAK naik dari Rp74,710,080,000
menjadi Rp115,327,040,000 atau naik sebesar 54,6%, Belanja Modal
menurun dari Rp484,223,520,521,00 menjadi Rp479,480,492,144.00
atau turun sebanyak 1,03%.

Situasi serupa terjadi di Kabupaten Majalengka di tahun 2016 dimana
ketika realisasi DAK naik signifikan 141%, Belanja Modalnya justru
menurun 6%  yaitu dari  Rp672.132.609.304,00 menjadi
Rp631.758.023.788,00. Anomali terjadi pada Kabupaten Sumedang
dimana realisasi DAK nya sempat terjadi penurunan di tahun 2015
sebanyak 13% yaitu dari Rp91.292.060.000,00 menjadi
Rp79.121.050.000,00 tetapi justru Belanja Modalnya naik 44% yaitu
dari  Rp385.830.215.241,00 di  tahun 2014  menjadi
Rp557.223.725.256,00 di tahun 2015. Sebaliknya ketika realisasi
DAK naik pesat di tahun 2016 sebesar 315% justru realisasi Belanja
Modalnya turun 16,51% yaitu dari Rp557.223.725.256,00 menurun
menjadi Rp465.361.607.902,00. Kasus di Sumedang ini menjadi
indikator bahwa pemanfaatan DAK belum sepenuhnya optimal untuk
meningkatkan realisasi Belanja Modal.

Secara makro, dapat disimpulkan bahwa realisasi DAK belum
dimaksimalkan untuk menunjang realisasi Belanja Modal di 3
kabupaten tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi DAK yang
tidak berbanding lurus dengan Belanja Modal dan masih belum
mencapai 30% dari total Belanja Daerah seperti yang diamanatkan
dalam RPJMN 2014-2019.

Pertanggungjawaban Belanja Modal

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat temuan berulang yang
terjadi selama tahun 2014-2016 pada 3 kabupaten tersebut. Secara
garis besar, temuan tersebut berkaitan dengan kekurangan volume
pekerjaan pada beberapa paket pekerjaan Belanja Modal dan belum
ditetapkannya denda keterlambatan.
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Rekapitulasi temuan berulang pada 3 kabupaten/kota tersebut adalah
sebagai berikut:

Grafik 15. Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan
Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Majalengka,
Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Subang Pada Belanja Modal
TA. 2014-2016

Kab. Subang Kab. Majalengka Kab. Sumedang

®m Pengadaan tidak sesuai kebutuhan

m Denda keterlambatan belum dipungut
@ konstruksi Dalam Pengerjaan mangkrak
o Belanja tanpa bukti pertanggungajwaban
® Kelebihan pembayaran

® Kekurangan volume

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Berdasarkan paparan grafik diatas dapat dilihat bahwa temuan atas
ketidakpatuhan yang berulang pada Belanja Modal Tahun Anggaran
2014-2016 pada 3 kabupaten/kota tersebut didominasi oleh jenis temuan
kekurangan volume pekerjaan dengan jumlah 6 temuan. Kabupaten
Sumedang adalah kabupaten dengan jumlah temuan terbanyak (10
temuan). Sedangkan yang paling sedikit adalah Subang (2 temuan).

Temuan kekurangan volume pekerjaan ini adalah jenis temuan yang
mengakibatkan kerugian negara atau daerah. Hal tersebut dijelaskan pada
UU No.l Tahun 2004 Pasal 1 ayat 22: “Kerugian negara/daerah adalah
kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti
jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai.”
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KAJIAN BELANJA MODAL
KABUPATEN CIAMIS,

KABUPATEN KUNINGAN,
KABUPATEN PANGANDARAN DAN

KOTA BANJAR
(Daerah Pemilihan Jawa Barat X)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
atas LKPD TA. 2014-2016

JAWA TENG
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GAMBARAN UMUM BELANJA MODAL
KABUPATEN KUNINGAN
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Hasil dan Pembahasan
I. Froporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah

Grafik 16. Perbandingan Rata-Rata Belanja Modal Kota Banjar,
Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Kuningan
[TA. 2014- 2016)

28.87%
2716 22.08%
| I i
Kota Banjar  Kab. Pangandaran  Kab. Ciamis Kab. Kuningan

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Berdasarkan data dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa rata-rata
realisasi Belanja Modal di 4 kabupaten/kota tersebut selama 3 tahun

(2014-2016) belum berhasil mencapai 30% dari total Belanja Daerah
seperti yang diamanatkan dalam Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJIMN
2014-2019. Dari 4 kabupaten tersebut, Kota Banjar adalah daerah yang
realisasi Belanja Modalnya paling tinggi dibandingkan Kabupaten
Pangandaran, Ciamis dan Kuningan. Bahkan pada Tahun Anggaran 2016,
realisasi Belanja Modal Kota Banjar mampu mencapai 34,34% dari total
Belanja Daerah. Hal tersebut telah melebihi syarat minimal pada RPJMN
2014-2019.

Jika dicermati lebih detail lagi, akan tampak perbedaan yang mencolok
antara jumlah nominal realisasi belanja daerah dengan persentase realisasi
Belanja Modal di tiap-tiap kabupaten/kota rinciannya adalah sebagai
berikut:

&2



Tabel 10. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ciamis, Kabupaten
Kuningan, Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar

Kab/Kota Belanja Daerah

Kab Ciamis

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Berdasarkan data dari tabel diatas, dapat terlihat belanja daerah yang tertinggi
sampai yang terendah dari tahun 2014-2016. Kabupaten Ciamis adalah
wilayah di dengan rata-rata belanja daerah tertinggi selama 3 tahun terakhir.
Namun, alokasi untuk belanja daerah cenderung ke Belanja Operasi dengan
rata-rata persentase mencapai- 77,89%. Satu tingkat dibawahnya adalah
Kabupaten Kuningan yang meski rata-rata belanja daerahnya tidak sebesar
Ciamis, tetapi adalah kabupaten yang paling “boros” dalam Belanja Operasi
hingga mencapai 84,56%. Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Otonomi
Baru (DOB) dengan rata-rata belanja daerah yang jauh lebih sedikit
dibandingkan dua wilayah sebelumnya justru cukup bijak dalam berbelanja
dengan rasio 77,29% : 22,71%. Terakhir adalah Kota Banjar sebagai daerah
dengan rata-rata belanja daerah terendah tetapi mampu berbelanja produktif
dengan rasio 71,13% : 28.87%.
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II. Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal

Berdasarkan grafik tren antara DAK dengan Belanja Modal pada 4
kabupaten/kota tersebut, hubungan yang positif ditunjukkan oleh Kota
Banjar dimana kenaikan realisasi DAK selalu diikuti dengan kenaikan
realisasi Belanja Modal. Pada tahun 2015, ketika realisasi DAK naik 48%
dari Rp19.035.555.000,00 menjadi Rp28.262.672.000,00 Belanja Modal
tahun 2015 meningkat 29,80% dari Rpl150.062.123.762,00 menjadi
Rp194.774.353.115,00. Puncaknya pada tahun 2016, ketika DAK naik
sebesar 345% dari Rp28.262.672.000,00 menjadi Rp125.905.676.521,00,
Belanja Modal naik 44,78% dari Rp194.774.353.115,00 menjadi
Rp281.994.343.093,00.

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Pangandaran, dimana terdapat
kenaikan 10 kali lipat pada realisasi DAK 2015 dari Rp 5.166.470.000,00
menjadi Rp58.670.584.000,00 diikuti oleh kenaikan Belanja Modal 341%
di tahun yang sama dari Rp 60.588.729.719,00 menjadi
Rp265.369.809.750,00. Meskipun demikian, pada tahun 2016 ketika
realisasi DAK naik pesat akan tetapi realisasi Belanja Modalnya justru
menurun.

Untuk 2 kabupaten lain yaitu, Kabupaten Ciamis dan Kuningan ketika
DAK naik justru realisasi Belanja Modalnya berfluktuatif. Khusus untuk
Kabupaten Kuningan, terdapat catatan menarik yaitu ketika DAK naik
pesat di tahun 2016 menjadi sebesar Rp 420,101,563,913.00 tetapi Belanja
Modal yang terealisasi hanya Rp328.557.462.480,00. Hal ini menandakan
bahwa DAK yang terealisasi tidak sepenuhnya terserap untuk
merealisasikan Belanja Modal.

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa realisasi DAK belum
dimaksimalkan untuk menunjang Belanja Modal pada hampir semua
kabupaten/kota kecuali Kota Banjar. Sebagai daerah dengan rata-rata
Belanja Daerah terendah, Kota Banjar mampu memaksimalkan DAK
untuk menunjang realisasi Belanja Modalnya selama tiga tahun berturut-
turut dan bahkan pada tahun 2016 realisasi Belanja Modalnya mampu
mencapai 34,34% dari total belanja daerahnya.

III. Pertanggungjawaban Belanja Modal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat temuan berulang yang
terjadi selama tahun 2014-2016 pada 4 kabupaten/kota Secara garis besar,
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temuan tersebut berkaitan dengan kekurangan volume pekerjaan pada
beberapa paket pekerjaan Belanja Modal, kelebihan pembayaran dan
belum ditetapkannya denda keterlambatan. Rekapitulasi temuan berulang
pada 4 kabupaten/kota tersebut adalah sebagai berikut:

Grafik 17. Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan
Terhadap Peraturan Perundang-undangan Modal Kota Banjar,
Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Kuningan
Pada Belanja Modal TA. 2014-2016

Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Kota Banjar
Pangandaran
| Kekurangan Volume o Kelebihan Pembayaran

® Denda Belum Dipungut m Kesalahan Penganggaran

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Berdasarkan paparan grafik diatas dapat dilihat bahwa temuan atas
ketidakpatuhan yang berulang pada Belanja Modal Tahun Anggaran
2014-2016 pada 4 kabupaten/kota tersebut didominasi oleh jenis temuan
kekurangan volume pekerjaan dengan jumlah 11 temuan yang terjadi di
semua wilayah. Kabupaten Kuningan adalah kabupaten dengan jumlah
temuan terbanyak (7 temuan). Sedangkan yang paling sedikit adalah
Kabupaten Ciamis (3 temuan).

Temuan kekurangan volume pekerjaan ini adalah jenis temuan yang
mengakibatkan kerugian negara atau daerah. Hal tersebut dijelaskan
pada UU No.l Tahun 2004 Pasal 1 ayat 22: “Kerugian negara/daerah
adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan
pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai.”
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KAJIAN BELANJA MODAL
KABUPATEN GARUT,

KABUPATEN TASIKMALAYA,

DAN KOTA TASIKMALAYA
(Daerah Pemilihan Jawa Barat XI)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
atas LKPD TA. 2014-2016
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GAMBARAN UMUM BELANJA MODAL
KOTATASIKMALAYA
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Hasil dan Pembahasan
I. Proporsi Belanja Modal pada Struktur Belanja Daerah

Grafik 18. Perbandingan Rata-Rata Belanja Modal Kabupaten
Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut (TA. 2014-
2016)

23.00% 21.00%

16.00%

Kab. Tasikmalaya Kab. Garut
Tasikmalaya

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolah)

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata proporsi
Belanja Modal terhadap total belanja daerah di Kota Dapil Jabar
XI selama 3 tahun (2014-2016) belum mencapai 30%,
sebagaimana yang diamanatkan Perpres No.5 tahun 2010 tentang
RPJMN 2014-2019. Dari 1 kota dan 2 kabupaten di Dapil Jabar
XI, Kabupaten Tasikmalaya adalah daerah yang proporsi Belanja
Modalnya lebih tinggi (23%) dibandingkan Kota Tasikmalaya
(21%) dan Kabupaten Garut (16%).

Dari sisi nilai rupiah, pada tahun 2016 realisasi Belanja Modal
Kabupaten Tasikmalaya (Rp737,110,283,652) jauh diatas rezlisasi
Belanja Modal Kabupaten Garut (Rp597.238.158.316) dan yang
terkecil Kota Tasikmalaya (Rp387,625,598,910).

Jika dicermati lebih detail lagi, akan tampak perbedaan yang
mencolok antara jumlah nominal realisasi Belanja Daerah dengan
persentase realisasi Belanja Modal di tiap-tiap kabupater/kota
rinciannya adalah sebagai berikut:
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Tabel 11. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Garut, Kabupaten
Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya

Persentase
Belanja
Tida

Kab/Kota Belanja Daerah

Kab Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya

Sumber: Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (dilah) :

Berdasarkan data dari tabel diatas, dapat terlihat belanja daerah yang
tertinggi sampai yang terendah dari tahun 2014-2016. Kabupaten Garut
adalah wilayah dengan rata-rata belanja daerah tertinggi selama 3 tahun
terakhir diantara kota/kab di wilayah dapil XI ini, Namun alokasi untuk
belanja daerah cenderung ke belanja konsumtif yaitu Belanja Operasi
dengan rata-rata persentase mencapai 83,71% namun rata-rata belanja
modalnya hanya 16,17% saja dan merupakan rata-rata persentase terkecil
diantara kota/kab lainnya. :

Daerah lainnya yaitu Kabupaten Tasikmalaya yang berada satu tingkat
dibawah Kabupaten Garut dengan belanja daerah tinggi namun lebih
bijak dalam berbelanja dengan rasio belanja operasi 77,16% ; 22,66%
walaupun di tahun 2015 sempat mengalami penurunan untuk belanja
modal. Terakhir adalah Kota Tasikmalaya sebagai daerah dengan rata-
rata belanja daerah terendah namun dapat berbelanja produktif dengan
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II.

III.

rasio 79,25% : 20,60% dan untuk belanja modal sendiri setiap tahunnya
mengalami peningkatan.

Tren Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal

Berdasarkan garis tren antara DAK dengan Belanja Modal, hubungan yang
cenderung positif ditunjukkan oleh Kota Tasikmalaya dan Kabupaten
Garut. Ketika realisasi DAK naik, baik pada tahun 2015 maupun pada
tahun 2016, realisasi Belanja Modal juga mengalami kenaikan pada
periode yang sama.

Berbeda dengan Kabupaten Tasikmalaya dimana di tahun 2015 Ketika
realisasi DAK naik dari Rp110,312,210,000 menjadi Rp189,429,170,000
atau naik sebesar 72% namun untuk realisasi Belanja Modal mengalami
penurunan di periode tahun 2014 ke tahun 2015 dari Rp558,496,505,928
menjadi Rp462.706.221.343 atau turun sebanyak 17%.

Kasus di Kabupaten Tasikmalaya ini menjadi indikator bahwa
pemanfaatan DAK belum sepenuhnya optimal untuk meningkatkan
realisasi Belanja Modal.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa realisasi DAK belum
dimaksimalkan untuk menunjang realisasi Belanja Modal di Tiga Daerah
yang ada di Dapil Jabar XI. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi DAK
yang tidak berbanding lurus dengan Belanja Modal dan masih belum
mencapai 30% dari total belanja daerah seperti yang diamanatkan dalam
RPIMN 2014-2019. Sedangkan secara teoritis, hal tersebut belum sejalan
dengan hipotesis dari penelitian Sugiyanta bahwa kenaikan realisasi DAK
berpengaruh positif terhadap realisasi Belanja Modal.

Pertanggungjawaban Belanja Modal

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, terdapat temuan berulang yang
terjadi selama tahun 2014-2016 pada 3 kabupaten/kota Secara garis besar,
temuan tersebut berkaitan dengan kekurangan volume pekerjaan pada
beberapa paket pekerjaan Belanja Modal, kesalahan penganggaran,
kelebihan pembayaran dan belum ditetapkannya denda keterlambatan.
Rekapitulasi temuan berulang pada 3 kabupaten/kota tersebut adalah
sebagai berikut:
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Grafik 19. Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan
Terhadap Peraturan Perundang-undangan Modal Kota Banjar,
Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten
Kuningan Pada Belanja Modal TA. 0162014-2

Kab.Garut Kab.Tasikmaya Kota Tasikmzlaya

m Denda belum di bayar m kesalahan penganggaran
# Kekurangan Volume = Kelebihan pembayaran

Sumber; Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015-2017 (diolar)

Berdasarkan hasil paparan grafik temuan diatas dapat dilihat bahwa
temuan atas ketidakpatuhan yang berulang pada Belanje Modal Tahun
Anggaran 2014-2016 pada 3 kab/kota diatas didominasi dengan temuan
Kekurangan Volume Pekerjaan dengan jumlah 9 temuan yang terjadi di
semua wilayah. Kabupaten Tasikmalaya merupakan dJaerah dengan
temuan Kekurangan Volume Pekerjaan terbanyak dergan 4 temuan
sedangkan yang paling sedikit adalah Kabupaten Garut dengan 2 temuan.

Jenis temuan tersebut diatas merupakan jsnis temuan yang
mengakibatkan kerugian negara atau daerah. Hal tersebut dijelaskan pada
UU No.l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Fasal 1 ayat 22:
“Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang surar berharga, dan
barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.
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DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

: Asphalt Concrete Binder Course
: Asphalt Concrete Wearing Course
: Anggaran Pendapatan Belanja Negara

: Badan Layanan Umum Daerah

: Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi
: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

: Badan Pemeriksa Keuangan

: Dana Alokasi Khusus

: Daerah Pemilihan

: Dana Alokasi Umum

: Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan

Lingkungan Hidup

: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

: Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air

: Daerah Otonomi Baru

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

: Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber

Daya Mineral

: Instalasi Bedah Sentral

: Intensive Care Unit

: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
: Ilmu Keluarga dan Konsumen

: International Standard Book Number

: Kementerian Dalam Negeri

: Laporan Hasil Pemeriksaan
: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
: Laporan Realisasi Anggaran

: Masyarakat Berpenghasilan Rendah



——

OPD

PAD
Pemkab
Perpres
PKAKN
PPHP
PPK
PPTK
PSAP
PU

RPIMN
RSUD

SDN
SKPD
SPAM
SPI
SPM
SPP

TA
TPAS
TPU

WDP
WTP

: Organisasi Perangkat Daerah

: Pendapatan Asli Daerah
: Pemerintah Kabupaten

: Peraturan Presiden

: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
: Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

: Pejabat Pembuat Komitmen

: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
: Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah
: Pekerjaan Umum

: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
: Rumah Sakit Umum Daerah

: Sekolah Dasar Negeri

: Satuan Kerja Perangkat Daerah

: Sistem Penyediaan Air Minum

: Sistem Pengendalian Intern

: Standar Pelayanan Minimun

: Sumbangan Pembinaan Pendidikan

: Tahun Anggaran
: Tempat Pembuangan Akhir Sampah
: Tempat Pemakaman Umum

: Undang-undang

: Wajar Dengan Pengecualian
: Wajar Tanpa Pengecualian
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